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KABUPATENJEMBRANA 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA 

NOMOR 78/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 

TENTANG 

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELANTIKAN ANGGOTA 

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI 

DAN W AKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan acara pelantikan 

anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, serta 

untuk berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pembentukan, 

penetapan dan pengangkatan badan penyelenggara 

Pemilihan ad hoc Panitia Pemungutan Suara, perlu 

melimpahkan kewenangan/ tugas Ketua Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Jembrana untuk melaksanakan acara 

pelantikan anggota PPS Terpilih secara lebih intensif, 

efektif, dan berintegritas kepada masing-masing Anggota 

KPU Kabupaten Jembrana; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas 

Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 /PP.06.4- 

Kpt/ 03/KPU /III/2020; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang 

Pelimpahan . ·} 
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Pelimpahan Kewenangan Pelantikan Anggota Panitia 

Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Jembrana Tahun 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Numur 5656), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, 

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5898); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan 

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, 

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ 
Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan 

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, 

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, 

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur. · f 
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Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1498); 
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan W akil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terkahir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); 
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4- 

Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis 

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, 

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/ 
2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang 
Pedoman Teknis Pem bentukan Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas 
Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil 

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan W akil W ali Kota; 

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Jembrana Nomor 66/PP.04.2-BA/5101/KPU-Kab/III/2020 
tanggal 18 Maret 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan 
Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020; 

MEMUTUSKAN : . ·! 

jdih.kpu.go.id/bali/jembrana/



Menet.apkan 

KESATU 

KEDUA 

- 4 - 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

JEMBRANA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 

PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA 

PEMILIHAN BUPATI DAN W AKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 

2020. 

Melimpahkan Kewenangan Ketua Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Jembrana dalam pelaksanaan pelantikan Anggot.a 

Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Jembrana Tahun 2020 kepada masing-masing Anggot.a 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, sebagai 

berikut: 

1. Melaksanakan wewenang/tugas melantik Anggot.a Panitia 

Pemungutan Suara Desa/Kelurahan di masing-masing 

wilayah Kecamatan sesuai dengan pembagian Korwil untuk 

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana; 

2. Wewenang/tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 

meliputi: 
a. melaksanakan pembacaan Surat Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang 

Penet.apan dan Pengangkatan Anggot.a Panitia 

Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Jembrana Tahun 2020; 

b. mengambil sumpah dan janji seluruh Anggot.a Panitia 

Pemungutan Suara (PPS) wilayah kecamatan yang 

bersangkutan; 

c. membubuhkan paraf pada pakta integrit.as dan berita 

acara pengambilan dan pengangkat.an sumpah dan janji 

Anggot.a PPS at.as nama Ketua Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Jembrana; 

3. Dalam melaksanakan tugasnya Anggot.a KPU Kabupaten 

Jembrana bertanggung jawab kepada Ketua KPU 

Kabupaten Jembrana. 

Ketua Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana 

menandatangani pakt.a integrit.as, berita acara pengambilan 
dan pengangkatan sumpah dan janji, serta administrasi lain 

yang dilaksanakan untuk pelantikan Anggot.a PPS 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan-perundang­ 
undangan. 

KETIGA: .. ! 
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Negara 
pada tanggal 18 Maret 2020 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN JEMBRANA, 

ttd. 

IKETUTGDETANGKASSUDIANTARA 
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